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PUTUSAN
Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Ktb
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan PT. x, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus

rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya

disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya
bertanggal 10 Pebruari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kotabaru, dengan register Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Ktb, tanggal 10
Pebruari 2015, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2006, pemohon dengan termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru
(Kutipan Akta Nikah Nomor 172/42/V111/2006 tanggal 25 Agustus 2006 );
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat

tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Sangking Baru Kecamatan
Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru selama 1 bulan, dan terakhir
tinggal di perumahan karyawan perusahaan sawit PT. x di x Kabupaten
Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai
1 orang anak bernama : xxxxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 27
Maret 2010;

3. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2013 antara pemohon dan termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan
paling dominan adalah karena termohon bersikap keras dan kasar dalam
memelihara dan mendidik anak pemohon dan termohon, termohon sering
ribut dengan tetangga karena sebab yang sepele, dan kalau dinasehati oleh
pemohon selalu melawan dan tidak menaatinya, termohon selalu menaati
dan mendengarkan kata-kata orang tua termohon dari pada pemohon,
pemohon ingin tinggal mandiri sedangkan termohon ingin tinggal di dekat
orang tua termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2014,
kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, termohon pergi
meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon tidak suka
lagi kepada termohon, dan sejak itu pula antara pemohon dengan termohon
pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 10 bulan
lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon dengan termohon
agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah
tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah
tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup

rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang
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bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa

yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai pemohon telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kotabaru Cqg. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili
dan memutus perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Kotabaru;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon
hadir di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut
sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati
secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya becerai
dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon tersebut dibacakan
oleh Ketua Majelis, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon menyatakan

tetap pada pendiriannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;
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Menimbang, bahwa atas dalil-dalii permohonan pemohon tersebut,

termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak
pernah datang menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum,
termohon telah dapat diangggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah
diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah
masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian
kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua
orang saksi, masing-masing bernama :
1. xxxxxxxxxxx, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai

berikut

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena pemohon adalah
teman akrab dan tetangga dekat saksi dan mengetahui pemohon dan
termohon adalah suami isteri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui
pula bahwa mereka berdua ada dikaruniai satu orang anak ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak dua tahun lalu, pemohon
dan termohon sering ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi
gara-gara termohon terlalu kasar dalam mendidik anak ;

- Bahwa saksi sering melihat termohon menjewer kedua telinga anaknya
yang masih berumur dua tahun sampai badan anak tersebut terangkat
ke atas menahan sakit sambil minta ampun dan hal itu dilakukan
termohon pada saat pemohon sedang tidak ada di rumah, padahal anak
tersebut tidak termasuk anak yang nakal yang perlu didik atau dimarahi
dengan cara keras dan kasar ;

- Bahwa selain itu saksi sering melihat dan mendengar pemohon dan
termohon ribut karena termohon sering berkelahi dengan tetangga kiri

kanannya dimanapun pemohon dan termohon bertempat tinggal ;
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- Bahwa kurang lebih sejak satu tahun lalu, pemohon dan termohon

berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal
merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon
supaya tetap bersabar menerima sifat dan kelakuan termohon, tetapi

tidak berhasil, karna pemohon tetap ingin menceraikan termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon
menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan

kepada saksi ;

2. XXXxxxxxxxx, Agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai
berikut

- Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena pemohon adalah
teman akrab dan tetangga dekat saksi dan mengetahui pemohon dan
termohon adalah suami isteri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan mengetahui
pula bahwa mereka berdua ada dikaruniai satu orang anak ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak dua tahun lalu, pemohon
dan termohon sering ribut mulut dengan suara keras dan emosi tinggi
gara-gara termohon terlalu kasar dalam mendidik anak ;

- Bahwa saksi sering melihat termohon menjewer kedua telinga anaknya
yang masih berumur dua tahun sampai badan anak tersebut terangkat
ke atas menahan sakit sambil minta ampun dan hal itu dilakukan
termohon pada saat pemohon sedang tidak ada di rumah, padahal anak
tersebut tidak termasuk anak yang nakal yang perlu didik atau dimarahi
dengan cara keras dan kasar ;

- Bahwa selain itu saksi sering melihat dan mendengar pemohon dan
termohon ribut karena termohon sering berkelahi dengan tetangga kiri

kanannya dimanapun pemohon dan termohon bertempat tinggal ;
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- Bahwa orang tua termohon pernah selaku orang yang ditokohkan di

kampung tempat tinggal pemohon dan termohon, pernah mendatangi
tetangga tetangga yang pernah berkelahi dengan termohon dan meminta
maaf atas sikap dan kelakuan termohon, termasuk kepada isteri saksi ;

- Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret atau bulan April 2014 lalu,
pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal ;

- Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal
merukunkan pemohon dan termohon dengan cara menasihati pemohon
supaya tetap bersabar menerima kekurangan dan kelebihan sikap
termohon, tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap ingin menceraikan

termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon
menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan
kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan
sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan
tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini dan
hanya mohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini
dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari uraian  putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan
Akta Nikah (P.2), maka harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon

adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu secara formal harus dapat
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dinyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon ada hubungan hukum

(Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah
yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula
permohonan pemohon dapat dinyatakan beralasan hukun dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 PERMA
Nomor 1 tahun 2008, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi
oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dii persidangan, maka
mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan
mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9
tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan
resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan
termohon dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai dari pemohon
dengan segala dalil-daliinya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya,
dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa
kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R,Bg.
dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap
mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil
pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RIl, Majelis Hakim tetap mewajibkan
pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang
saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di
depan sidang bahwa kedua saksi sering mendengar dan mengetahui langsung
telah terjadi keributan antara pemohon dengan termohon, bahwa saksi
mendengar sejak sekitar dua tahun lalu pemohon dan termohon ribut gara-gara

termohon terlalu kasar dan keras dalam mendidik dan memarahi anak, saksi
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beberapa kali melihat termohon menjewer kedua telinga anaknya yang masih

berumur dua tahun sampai badan anak tersebut terangkat ke atas menahan
sakit sambil minta ampun dan hal itu dilakukan termohon pada saat pemohon
sedang tidak ada di rumah, padahal anak tersebut tidak termasuk anak yang
nakal yang perlu didik atau dimarahi dengan cara keras dan kasar. Selain itu
kedua saksi juga sama-sama menerangkan bahwa pemohon dan termohon
juga sering ribut mulut karena adanya sikap dan perbuatan termohon yang tidak
pernah cocok dalam bertetangga, termohon seringkali berkelahi dengan
tetangga, sehingga pemohon selaku suami merasa dipermalukan oleh sikap
dan kelakuan isterinya, kedua saksi sama-sama menyatakan tidak pernah lagi
melihat termohon pulang ke rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2014
lalu sampai sekarang. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha
maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah
memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon dan dengan demikian pula

keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang
telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum
bahwa antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang terlalu
kasar dalam memelihara dan mendidik anak serta seringkali berkelahi dengan
tetangga kiri kanannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon
dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan
termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta
menghargai, dan termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung
jawab terhadap pemohon karena terlalu kasar dalam mendidik dan memelihara
anaknya serta sikap dan kelakuan termohon yang tidak pernah cocok dalam
bergaul bersama tetangga kiri kananya, dimana termohon sering berkelahi

dengan tetangga, dimanapun termohon dan pemohon bertempat tinggal,
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dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi termohon selaku

seorang isteri dari pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon
dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah
tangga telah berpisah rumah sudah lebih dari satu tahun lalu, selama itu pula
tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi,
sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan
termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan
termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat
pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan
pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga
pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu
rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian
tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum
ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan
dengan demikian pula pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan
termohon adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat
sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon
tetap dipertahankan dengan situsasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh
pemohon dan termohon, maka hal tersebut justeru akan mendatangkan
mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap
diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai,
menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk
melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana
dikehendaki oleh oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan, yang berbunyi “Suami isteri wajib saling cinta mencintai,
hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada

yang lain”. Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon
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sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh

karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri
sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil
sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat
bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula
telah memenuhi salah satu alternanatif alasan percerai sesuai ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup
beralasan pula permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan pemohon sejalan

sdengan maksud firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 277 yang berbunyi :
o aldl gls ¥ Wall lgo < 0l

Artinya : “ Apabila kalian telah berketetapan hati untuk menceraikan
isteri kalian, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989,
beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang

bersangkutan dengan perkara ini;
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MENGADILI

e Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara dengan resmi dan
patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

¢ Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;

* Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang
Pengadilan Agama Kotabaru ;

e Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk
mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di
tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan, guna
didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

¢ Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 11
Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 Hijriyah,
oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari Drs.
Mardison, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag.,
S.H., M.H. dan Samsul Bahri, S.H.l. masing-masing Hakim Anggota. Putusan
mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh

Panitera, Masrani, S.H. dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,
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Hakim Anggota,

Drs. Mardison, S.H., M.H.
Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera,

Samsul Bahri, S.H.l.

Masrani, S.H.

Perincian Biaya perkara;
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 900.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 991.000,00

Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah
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